PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

 Menimbang

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,

& bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubghan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan Dagrah, Bupati Muaro Jambi
bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi felsh
menyempurmakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah { APBD ) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan
Gubemur Nomor 52 /Kep.GUB/B.K.A/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Muaro Jambi leniang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati
Muaro Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2010;

L 4

bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada hurf a, dilakukan agar
Peraturan Deerah lentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah (APED)
Tahun Anggaran 2010 fidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan
Perundang-undang yang lebih tinggF;

©. bah ir dimaksud pada huruf a dan b, perly
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{ APBD ) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Megara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun NS94 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

I

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 lentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republlh Indonaa Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan L 3688 )




~

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Negara yang
mmmmmw,wmm«umﬁmmmwk
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MNomor 3851);

UMWHT&W‘WMWW
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupalen Tanjung
JMTWMMNWWHMTMH 1Mmm1ﬂ
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003) telah
mmmmwmmmmmammumnw
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3936);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesangan Negara (Lembasan
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 4286 J;

Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Megara Rapubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4420);
Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004

MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan L Republik i 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran

tentang
MMMTMWNW1H.TMLHMNW

dengan Undang-Us

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah (Lembaran
mnwkmmunmwmrmmmnm
Republik Indonesia Nomor 4844);

‘UMMMWBTMWMMWMmmmM
Pemerintahan Pusat

Pusa dan Pemerintah Daerah Wmmmm
Tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
443);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Lembaran Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4138);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 lentang Retribusi

i Daerah (Lembaran
Megara Republi Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Perguran Pemeriniah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Profokoler dan
Daerah




Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4540 J;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara REpubi.k Indonesia Tahun 2005 Nomeor 48,
Tambahan Lemby 4502);

18. Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Standar Akuntansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dasrah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4674);

. Peraluran  Pemerintah Momor 85 Tahun 2005 tendang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomar 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 4576);

20, Peraluran Pemesintah Nomor 57 Tahun 2005 fentang Hibah (Lembaran Nagara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4578);

22 Peratwran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2005 Momor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4593);

23. Peraluran Pemerintzh Nomor B Tahin 2006 fentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4614);

24, Paraturan Presiden Nomor B5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Palayanan Minimal (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar

4585
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13' Tahun 2006 fentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daersh sebagaimana felah diubsh dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010;

27. Peraturan Dagrah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokak Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2007 Nomor 02 ), Tambahan Lennba'an Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan §
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :

| Memebpkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN% PENDAPATAN DAN BELANJA
2 DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

JAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaii berikut :

| 1 Pendapatan Rp. 513.029.918.665,00
| 2 Belana Rp  530.029.918.665,00
Surplus/(Defisit) Rp. 17.000.000.000,00

3. Pembiayaan

a Penerimaan Rp.  17.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00 .
Pembiayaan Netto _ R 7.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. . . 0,00
. Pasal 2

m Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : '
.  a Pendapatan Asli Daerah sejumiah Rp. 16.795.750.000,00

b. Dana Perimbangan sejumiah Rp.  463.963.527.167,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah : Rp. 32.270.641.498,00

_ m Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
o Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.323.000.000,00

. Refribusi Daerah sejumiah Rp. 5.672.750.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan =

- sejumiah Rp. 1.500.000.000,00
d. Lain-ain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumiah  Rp. 6.300.000.000,00

m Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 109.727.549.167,00
b. Dana Alokasi Umum sejumiah Rp. 307 111 978.000,00
c¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 47.124.000.000,00
;;: ! = Iain Puntdasatan Daeeraht yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ terdir dari jenis

~ pendapatan : |

a. Dana Hibah sejumlah " Rp. 17.258.980.000,00

. . Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumial Kp 5.511.661.49,00
¢. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus sejumlah  Rp. 00,00




Pasal 3
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdii dari :
> a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 329.753.258.153,17
b. BelanjaLangsung sejumiah Rp.  200.276.660.511,83

- {2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumliah Rp.  261.427.365.953,17
b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 900.000.000,00
c. Belanja Hibah sejumiah _, Rp. 35.896.467.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 8.889.425.200,00
e. BelanjaBagiHasil sejumlah Rp. 22.000.000.000,00
f.  Belanja Bantuan Keuangan sejumiah : Rp. 140.000.000,00
g. Belanja Tidak Terduga sejumiah Rp. 500.000.000,00

) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdii darijenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 18.577.291.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 71.741.565.888,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp.  109.957.803.123,83
Pasal 4

| {1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Penerimaan sejumiah Rp. 17.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 00,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 16.700.000.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 00,00
¢. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 00,00
d. Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah Rp. 00,00
€. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 00,00
£ Penerimaan piutang Daerah sejumiah Y Rp. 300.000.000,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembsayaan
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 00,00
b. Penyertaan modal ( investasi ) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 00,00

Pasal 5
 lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

5a 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
erdiri dari :

‘. Lampiran | :  Ringkasan APBD; -

{2 Lampiran Il . Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD;

'3 Lampiran Iil . Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Oraanisasi, Pendanatan,
Belanja dan Pembiayaan;

LampiranlV.  : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program dan
17, _,._.1....?.

RekapltuIaSI Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Daftar Jumlah Pegawai Per Goiongan dan Per Ja’oatan
: Daftar piutang Daerah;
La@npiiaii vVin . udilar peryeriaan moaal ( invesiasi ) Daeran,
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9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran Xl

12. Lampiran Xl
13. Lampiran XIlii

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini di atur dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Anggaran Pendapatan dan -

Belanja Daerah ( APBD ).

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Diundangkan di Sengeti

pada tanggal

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 2010

-~ BUPATI MUAROQ JAMBI,
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J H '. B‘JRHANUDDIN MAHIR

2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2010 NOMOR



